
  
 

BUPATI BANGKA 
 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA 

NOMOR  13 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

 
DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 

 
BUPATI BANGKA, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna 

mendorong peningkatan investasi serta sebagai upaya 
peningkatan pelayanan prima kepada dunia usaha, perlu 
dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai 
penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan 
Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 
2009, dimana untuk penerbitan Tanda Daftar Perusahaan 
tidak dapat dipungut retribusi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka Tanda Daftar Perusahaan 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bangka; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia  
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3214); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3611); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4033); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha 
atau Kegiatan yang tidak Dikenakan Wajib Daftar 
Perusahaan; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA 

dan 

BUPATI BANGKA 
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MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR 

PERUSAHAAN. 

 

 BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  dan  perangkat  daerah  sebagai  
unsur  penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka. 

5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Kabupaten 
Bangka.  

6. Pejabat Penerbit Izin adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab 
dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Perdagangan 
di Kabupaten Bangka. 

8. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut 
atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 
tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP     
dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib 
didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang 
berwenang dari Dinas. 

9. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat 
tanda pengesahan yang diberikan oleh Dinas kepada perusahaan yang 
telah melakukan pendaftaran perusahaan. 

10. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data 
perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau 
penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP. 

11. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan 
atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang 
pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal 
yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut. 

12. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau 
bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat 
yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk 
melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 

13. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan 
sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan 
suatu ikatan atau perjanjian. 
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14. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili 
kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau 
kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan. 

15. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani 
sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang. 

16. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan 
yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan 
mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya 
dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. 

17. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan 
itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada 
pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. 

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya 
disingkat PPNS-WDP adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang 
bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di lingkungan  Kantor 
Pendaftaran Perusahaan, yang diangkat dan diberi kewenangan untuk 
melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang wajib 
daftar perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri yang tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.  

19. Daerah Terpencil adalah wilayah Kecamatan yang secara geografis letaknya 
sulit dijangkau dan hanya dapat dicapai dengan pesawat udara atau 
angkutan laut atau sungai. 

20. Pejabat Penerbit TDP adalah Kepala Dinas yang tugas dan 
tanggungjawabnya di bidang perdagangan di wilayah kerjanya atau pejabat 
yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu atau Pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Daerah ini. 

21. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang 
perdagangan. 

 

BAB II 
KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT,  

DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN 
Bagian Kesatu 

Kewajiban, Waktu, dan Tempat Pendaftaran 

Pasal 2 

(1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, 
Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha 
Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, 
Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, 
Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan 
menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. 

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan 
pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya. 
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Pasal 3 

(1) Pendaftaran perusahaan dilakukan pada Dinas tempat kedudukan 
perusahaan yang bersangkutan. 

(2) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas dan 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.   

 
Bagian Kedua 

Pengecualian Pendaftaran 

Pasal 4 

(1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban 
pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
terdiri dari : 

a. perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN); 

b. perusahaan kecil perorangan; atau 

c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang 
sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/ atau 
laba. 

(2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari : 

a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi 
pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota 
keluarganya sendiri; 

b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat 
keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang; atau 

c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi 
keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya. 

(3) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban 
pendaftaran selain usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, ditetapkan oleh Menteri. 

(4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam 
daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh 
perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 


